
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan peran Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam 

mewujudkan good governance berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain, 

memastikan dan mendorong badan publik untuk membuka seluruh 

informasi kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan Monitoring dan 

Evaluasi serta melaksanakan Bimbingan Teknis. 

2. Kendala yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam 

mewujudkan good governance antara lain, perbedaan persepsi kepala 

daerah dalam memandang keterbukaan informasi publik serta anggaran 

dan tata kelola sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat 

masih belum optimal. 

3. Upaya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi 

kendala mewujudkan good governance antara lain, melakukan 

harmonisasi hubungan dengan segala pihak terkait serta pengusulan 

pembentukan peraturan gubernur terkait anggaran dan tata kelola 

sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. 

 

 

 



 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah penulis buat, penulis memberikan sejumlah saran 

agar dapat dipergunakan: 

1. Supaya ketentuan yang mengatur hubungan antara Komisi Informasi Pusat 

dengan Komisi Informasi di daerah dimuat secara eksplisit dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Sehingga komisi informasi di daerah berada pada alur yang sama dalam 

fungsinya menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Supaya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tetap terus bersinergi 

dan berkolaborasi dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat beserta 

Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan visi terhadap keterbukaan 

informasi publik. 

3. Supaya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan segala 

saluran informasi yang ada sehingga masyarakat mengetahui bahwa 

Komisi Informasi hadir untuk menjembatani kepentingan publik dengan 

kepentingan badan publik. 

 


